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Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk
meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
kepastian secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip
yakni; 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, 2) biaya
pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakin
berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) tanpa adanya
perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, dan 5) jaminan
lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan
Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai
program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan.
Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada
peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja)
atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya;
1) Kursus Para Profesi, 2) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, 3) Kursus
Keterampilan Kreatif, 4) Pendidikan Kecakapan Hidup, 5) Desa Vokasi, dan 6)
Bantuan Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun Organisasi
Mitra.

Misi dan tujuan dari program ini adalah memberikan bekal
pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerja
dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang
dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan
potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan
demikian maka misi utama dari program ini adalah mengurangi
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat
dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam
penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, April 2011
Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP 19590512 198311 1 001

KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah
berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus dan pelatihan
tahun 2011 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan
pelatihan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para
penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga
petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan.

Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosial
program kursus dan pelatihan ini berisi 5 hal yakni; 1) pemaparan teknis
program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan
pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan sosial, 4) akuntabilitas
penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengan demikian para
pembaca akan memahami program kursus dan pelatihan, bentuk dan jenis
dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana bantuan dan berbagai
konsekuensinya.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan
memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif
terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu,
kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-
program pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk
mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2011.

Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan
petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran,
tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak.
Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami
harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk
teknis tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, April 2011
Direktur,

Dr. Wartanto
NIP 19631009 198901 1 001

KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
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PROGRAM REVITALISASI SARANA PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap lembaga pendidikan baik
pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi
norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Sarana
dan prasarana merupakan salah satu komponen yang dipersyaratkan
dalam norma standar kelembagaan pendidikan termasuk LKP. Namun
demikian masih banyak sarana dan prasarana LKP yang tidak
memenuhi standar minimal untuk memberikan layanan pendidikan
kepada peserta didiknya.

Hasil penilaian kinerja LKP yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan menunjukan bahwa 78% LKP berkinerja C dan D.
Faktor-faktor penyebab dari banyaknya LKP yang masih berkinerja C
dan D antara lain adalah keterbatasan sarana yang dimiliki oleh LKP,
keterbatasan sertifikat tenaga pendidik, dan pengelolaan LKP yang
tidak sesuai dengan kaidah manajemen yang baik dan benar.

Perkembangan teknologi yang digunakan oleh Dunia Usaha dan
Industri (DUDI) terus berkembang dengan pesat dan menuntut
kompetensi SDM untuk mengoperasikan, memanfaatkan, dan
mengembangkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, LKP harus
mampu menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan perkembangan
teknologi yang ada di DUDI.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar harus
dimiliki oleh LKP untuk mendukung proses pembelajaran sehingga
menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Dalam rangka menuju
tercapainya standar sarana dan prasarana minimal yang harus
dipenuhi oleh LKP, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
(Ditbinsuslat) melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana
LKP.
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B. Pengertian dan Karakteristik Program
1. Pengertian

a. Prasarana LKP adalah segala sesuatu penunjang utama yang
memungkinkan terselenggaranya kegiatan manajemen dan
proses pembelajaran yang berkualitas pada suatu lembaga
kursus dan pelatihan, yang meliputi lahan, gedung/bangunan,
dan fasilitas penunjang utama lainnya.

b. Sarana LKP adalah segala sesuatu (berupa peralatan, bahan,
dan media lainnya) yang dapat digunakan sebagai alat atau
media dalam mencapai maksud dan tujuan dari seluruh
kegiatan manajemen dan pembelajaran yang dilaksanakan
oleh LKP.

c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana LKP adalah upaya untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
LKP, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas
kepada peserta didik.

2. Karakteristik Program

a. Program revitalisasi sarana dan prasarana dilaksanakan
melalui penyaluran dana bantuan langsung (blockgrant)
kepada LKP yang memenuhi kriteria.

b. Dana bantuan langsung (blockgrant) dipergunakan untuk
pengadaan dan penambahan sarana, dan/atau peningkatan
kualitas sarana yang telah ada.

c. Pengadaan, penambahan, dan peningkatan sarana harus
sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran.

d. Sarana yang berasal dari bantuan revitalisasi menjadi
tanggung jawab LKP yang harus dirawat dan tidak boleh
diperjualbelikan.

C. Tujuan
Program revitalisasi sarana dan prasarana LKP bertujuan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belajar
pada LKP, sehingga LKP mampu meningkatkan mutu proses
pembelajaran dan lulusannya.
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D. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.

7. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUDNI 2010-2015
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat

Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011.
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DUKUNGAN PEMERINTAH

A. Dukungan Pemerintah Pusat

Agar pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana LKP
berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat melalui Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan dukungan sebagai
berikut:

1. Dana Stimulan
Dukungan dana stimulan disalurkan untuk pelaksanaan program
revitalisasi sarana dan prasarana LKP kepada 100 LKP rata-rata
sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) per
lembaga. Besar atau kecilnya dana bantuan bergantung pada jenis
keterampilan, volume, dan kualitas barang yang akan dibeli. Dana
tersebut dapat diakses oleh LKP yang memenuhi persyaratan,
kualifikasi, dan lolos seleksi.

2. Sosialisasi dan Orientasi Teknis Penyelenggaraan Program
Agar pelaksanaan program revitalisasi sesuai dengan tujuan dan
hasil yang diharapkan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan akan mensosialisasikan program dan setiap LKP yang
telah ditetapkan sebagai penerima dana revitalisasi akan
diikutsertakan dalam orientasi teknis (ortek) program.

B. Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan program revitalisasi
sarana dan prasarana dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Pembinaan pelaksanaan program
2. Pendampingan kegiatan
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